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PENDAHULUAN
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Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Untuk mendukung laju pertumbuhan ekonominya, perkembangan dilakukan secara terencana dan berkala. Pembangunan infrastrukrur serta fasilitas publik yang sangat penting untuk memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Namun, untuk mewujudkan infrastruktur yang dibutuhkan, diperlukan dana yang tidak sedikit. Sumber pendanaan ini umumnya berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pajak yang dipungut dari masyarakat.
Pajak merupakan sumber utama bagi negara. Menurut (Waluyo, 2023) pajak adalah kewajiban yang harus di bayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah, yang bersifat wajib dan tidak diimbangi dengan imbalan langsung. Selain itu, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan mencapai tujuan sosial yang lebih luas.
	Di Indonesia, sistem perpajakan yang kita gunakan adalah self assessment (Resmi, 2019) . Sistem ini memberikan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini membutuhkan pemahaman yang baik dari WP tentang peraturan perpajakan agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar. Namun, kompleksitas peraturan pajak seringkali menyulitkan WP, terutama WP Badan, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. 
Pajak Penghasilan (PPh) Badan itu salah satu jenis pajak yang sangat penting bagi negara. Dikarnakan , PPh Badan dikenakan ke penghasilan yang diperoleh badan usaha. Oleh karena itu, kalau WP Badan tidak patuh bayar PPh Badan, bisa-bisa penerimaan negara terganggu dan pembangunan juga jadi terhambat. Makanya, penting banget buat kita pahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan WP Badan dalam bayar PPh Badan. Kepatuhan WP dalam membayar PPh Badan merupkan indikator penting dalam efektivitas sistem perpajakan di indonesia. Namun, realitasnya, tingkat kepatuhan WP Badan di indonesia belum optimal. Berbagai faktor, mulai dari kompleksitas peraturan, lemahnya pengawasan, hingga korupsi turut berkontribusi pada rendahnya kepatuhan WP Badan.
Penelitian ini juga berfokus kepada tiga faktor utama yang diduga kuat mempengaruhi PPh Badan, yaitu self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Self assessment system yang jadi inti dari sistem perpajakan di Indonesia itu menuntut pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak sebagai salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan, penagihan pajak merupakan upaya terakhir DJP buat nagih tunggakan pajak dari wajib pajak yang tidak patuh. 
[bookmark: _Toc204722951]Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan juga mempunyai peran penting sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara ketiga faktor tadi dengan PPh Badan. Wajib pajak yang punya pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan diharapkan bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan taat, meskipun ada self assessment system, pemeriksaan pajak, atau penagihan pajak. Sebaliknya, wajib pajak yang dengan pemahaman yang kurang akan kesulitan melaksanakan kewajiban perpajakannya, apalagi kalau berhadapan dengan pemeriksaan atau penagihan pajak. Pemahaman yang baik akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga meminimalkan potensi terjadinya maslah pajak dan pelanggaran lainnya. Namun kenyataan nya masih banyak wajib pajak badan yang belum benar-benar paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi yang di lakukan belum sepenuhnya berhasil sehingga, masih banyak yang bingung atau salah paham mengenai kewajiban dan hak sebagai wajib pajak.
Sebaliknya, wajib pajak dengan pemahaman yang kurang akan kesulitan melaksanakan kewajiban perpajakannya, apalagi ketika berhadapan dengan pemeriksaan atau penagihan pajak. Pemahaman yang baik akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga meminimalkan potensi terjadinya masalah pajak dan pelanggaran lainnya. Namun kenyataannya masih banyak wajib pajak badan yang belum benar-benar paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil sehingga, masih banyak yang bingung atau salah paham mengenai kewajiban dan hak sebagai wajib pajak.
Data empiris dari KPP Tenggarong menunjukkan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Berikut tabel jumlah wajib pajak badan yang ada di KPP Tenggarong.
Table 1.1 Jumlah Wajib Pajak Badan
	Tahun
	Jumlah Total
	Jumlah WP Aktif

	2020
	16,184
	2,653

	2021
	17,442
	2,972

	2022
	19,047
	3,389

	2023
	21,674
	4,673

	2024
	24,137
	6,633


Sumber: dari KPP Tenggarong
[bookmark: _Toc204722952]Data dari KPP Tenggarong menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak badan mengalami peningkatan konsisten dari 16.184 pada tahun 2020 menjadi 24.137 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan sektor usaha di wilayah Tenggarong serta kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Jumlah wajib pajak aktif juga mengalami peningkatan signifikan dari 2.653 menjadi 6.633, yang menunjukkan semakin banyak badan usaha yang aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Table 1.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
	Tahun
	Jumlah PPh Badan

	2020
	9,740,932,239

	2021
	11,711,314,182

	2022
	123,894,122,296

	2023
	206,409,686,422

	2024
	70,247,179,268


Sumber: dari KPP Tenggarong
[bookmark: _Toc204722953]Berdasarkan Tabel 1.2, penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Tenggarong menunjukkan perkembangan yang bervariasi dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, penerimaan mengalami peningkatan signifikan dari Rp9.740.932.239 pada tahun 2020 menjadi Rp206.409.686.422 pada tahun 2023. Sementara itu, data tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp70.247.179.268 belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penurunan penerimaan, karena data tersebut masih bersifat sementara. Menurut keterangan yang diperoleh dari KPP Pratama Tenggarong, data penerimaan tahun 2024 merupakan hasil rekapitulasi hingga bulan Juni 2025, sedangkan batas akhir pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 jatuh pada akhir April 2025. Dalam praktiknya, masih terdapat wajib pajak badan yang melakukan pelaporan dan pembayaran setelah batas waktu tersebut, bahkan hingga beberapa bulan berikutnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data penerimaan PPh Badan tahun 2024 belum sepenuhnya mencerminkan realisasi penerimaan secara keseluruhan. Perbedaan waktu pelaporan dan pembayaran menyebabkan angka penerimaan pada periode tertentu belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, perbedaan angka yang tampak pada tahun 2024 lebih disebabkan oleh waktu pencatatan dan proses administrasi perpajakan yang belum tuntas, bukan karena menurunnya kinerja atau kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian, data tahun 2024 perlu dipandang sebagai data sementara yang masih dapat mengalami perubahan seiring dengan selesainya proses pelaporan dan pembayaran pajak.
Fenomena ini memberikan gambaran bahwa realisasi penerimaan pajak, khususnya PPh Badan, tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat keuntungan perusahaan, tetapi juga oleh faktor administratif dan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, efektivitas pelayanan dan pengawasan dari pihak otoritas pajak turut berperan dalam menjaga kelancaran pelaporan dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan ketepatan waktu pelaporan menjadi hal yang penting agar penerimaan PPh Badan dapat terealisasi secara optimal dan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.
[bookmark: _Hlk214299636]Untuk memahami lebih lanjut bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap kewajiban perpajakan, berikut disajikan data mengenai jumlah laporan SPT Tahunan Badan pada KPP Pratama Tenggarong.
Table 1.3 Jumlah Laporan SPT
	Tahun
	Jumlah Lapor SPT Tahunan Badan

	2020
	2,223

	2021
	2,521

	2022
	2,586

	2023
	2,824

	2024
	3,142


Sumber: dari KPP Tenggarong
Meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Badan pada tahun 2024 menjadi 3.142 dari 2.824 pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan formal dalam pelaporan pajak. Namun, peningkatan ini belum sejalan dengan penerimaan PPh Badan karena sebagian besar SPT berstatus nihil atau rugi, serta terdapat Wajib Pajak yang melakukan kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, sebagian WP telah melaporkan SPT tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan pembayaran pajaknya hingga periode rekapitulasi dilakukan. Dengan demikian, penurunan penerimaan pada tahun 2024 bukan disebabkan oleh turunnya kepatuhan wajib pajak, melainkan oleh faktor waktu pencatatan, status SPT, dan administrasi pelunasan pajak yang belum tuntas. Oleh sebab itu, data penerimaan tahun 2024 perlu dipahami sebagai data sementara yang masih dapat berubah setelah seluruh proses pelaporan dan pembayaran diselesaikan oleh WP Badan.
Dalam konteks penelitian ini, pemahaman wajib pajak difokuskan pada pemahaman terhadap aturan perpajakan, seperti ketentuan pelaporan, pembayaran, tarif, serta hak dan kewajiban perpajakan. Fokus ini dipilih karena self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak sangat bergantung pada tingkat pemahaman teknis wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku. Semakin tinggi pemahaman tersebut, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dengan benar dan tepat waktu.
Pemeriksaan pajak berperan cukup penting dalam melakukan pemenuhan pengujian kewajiban kepatuhan perpajakan (tax compliance). Pemeriksaan juga merupakan salah satu sumber penting dalam pengambilan keputusan untuk melihat tingkat kepatuhan dan menentukan besarnya kewajiban perpajakan yang harus dipikul oleh Wajib Pajak, sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak dituntut harus memberikan suatu efek jera (deterrent effect). Pemeriksaan pajak yang berhasil dan efektif dapat menciptakan peningkatan kepatuhan sukarela, baik terhadap Wajib Pajak yang diperiksa sekaligus mendorong Wajib Pajak lainnya untuk patuh, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang efektif meningkatkan kepatuhan pajak pasca pemeriksaan, sebaliknya pemeriksaan pajak yang tidak efektif tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak yang diperiksa.
Disamping pemeriksaan pajak, untuk lebih memberikan kontribusi yang optimal dan pencapaian  target pajak  yaitu  dengan  melakukan  penagihan  pajak secara  aktif  kepada  wajib pajak.   Hal ini  merupakan   salah   satu   cara   yang   dilakukan   oleh   Dirjen   Pajak   untuk meningkatkan  penerimaan  pajak.  Penagihan  pajak  merupakan  serangkaian  tindakan  agar penanggung  pajak melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  yang  dilakukan  dengan menegur    atau    memperingatkan,    melaksanakan    penagihan    seketika    dan    sekaligus, memberitahukan    surat    paksa,    mengusulkan    pencegahan,    melaksanakan    penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Badan. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi DJP dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi penting bagi wajib pajak badan mengenai urgensi pemahaman perpajakan dalam memenuhi kewajibannya.
Berdasarkan fenomena yang dijabarkan dalam latar belakang tersebut maka peneliti ini merumuskan judul penelitian sebagai berikut: ” Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Pemahaman Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. ”
1.2 [bookmark: _Toc195773412][bookmark: _Toc198885402][bookmark: _Toc198887882][bookmark: _Toc200656691][bookmark: _Toc200657402][bookmark: _Toc201787543][bookmark: _Toc216269278]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
1. Apakah self assessment system berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan ?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan?
4. Apakah pemahaman wajib pajak memoderasi hubungan antara self assessment system dan penerimaan PPh Badan?
5. Apakah pemahaman wajib pajak memoderasi hubungan antara pemeriksaan pajak dan penerimaan PPh Badan?
6. Apakah pemahaman wajib pajak memoderasi hubungan antara penagihan pajak dan penerimaan PPh Badan?
1.3 [bookmark: _Toc195773413][bookmark: _Toc198885403][bookmark: _Toc198887883][bookmark: _Toc200656692][bookmark: _Toc200657403][bookmark: _Toc201787544][bookmark: _Toc216269279]Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
1. Untuk mengetahui pengaruh self assessment system terhadap penerimaan PPh Badan
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh Badan 
3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan PPh Badan
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak dalam memoderasi hubungan antara self assessment system dan penerimaan PPh Badan
5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak dalam memoderasi hubungan antara pemeriksaan pajak dan penerimaan PPh Badan
6. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak dalam memoderasi hubungan antara penagihan pajak dan penerimaan PPh Badan
1.4 [bookmark: _Toc195773414][bookmark: _Toc198885404][bookmark: _Toc198887884][bookmark: _Toc200656693][bookmark: _Toc200657404][bookmark: _Toc201787545][bookmark: _Toc216269280]Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:
1) Bagi Penulis 
Bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda. Serta untuk Mempraktikkan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan kedalam praktik lapangan.
2) Bagi kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Tenggarong 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong atas hasil kinerja, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam memperbaiki kenerja, sehingga berjalan dengan baik.
3) Bagi Penelitian Selanjutnya 
Pelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari peneliti yang telah ada, serta dapat menambah keputusan yang diperlukan untuk peneliti yang serupa memiliki topik yang sama, sehingga dapat dijadikan bahan referensi.
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KAJIAN PUSTAKA
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2.1.1 [bookmark: _Toc195773417][bookmark: _Toc198885408][bookmark: _Toc198887888][bookmark: _Toc200656697][bookmark: _Toc200657408][bookmark: _Toc201787549][bookmark: _Toc216269283]Teori Atribusi (Attribution Theory)
Teori atribusi merupakan teori dari (Kelley, 1972). Teori ini menjelaskan proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau penyebab perilakunya. Teori atribusi membagi dua jenis atribusi internal dan eksternal. Atribusi internal mengacu pada aspek perilaku individual seperti kemampuan, pengetahuan, dan usaha, sedangkan atribusi eksternal mengacu pada lingkungan sekitar yang mempengaruhi perilaku, seperti peraturan, nilai-nilai sosial, dan kondisi ekonomi.
Dalam konteks perpajakan, teori atribusi dapat digunakan untuk menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran moral, dan motivasi untuk membayar pajak maupun faktor eksternal seperti sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.
(Judge, 2017) menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor  kekhususan, kesepakatan, dan konsistensi. Dalam konteks perpajakan, pemerintah perlu mempertimbangkan ketiga faktor tersebut dalam mendesain sistem perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Self assessment system merupakan bentuk sistem perpajakan yang mengandalkan faktor internal wajib pajak, yakni kesadaran, kejujuran, dan kedisiplinan. Sementara itu, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan faktor eksternal yang diterapkan pemerintah untuk menegakkan kepatuhan. Pemahaman wajib pajak sebagai variabel moderasi mencerminkan faktor internal yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor eksternal terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
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Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP, yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Dalam konteks teori atribusi, pajak penghasilan badan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan. Kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan dapat dipengaruhi oleh atribusi internal seperti pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran moral, dan motivasi untuk membayar pajak maupun atribusi eksternal seperti sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.
Menurut (Resmi, 2019) pajak penghasilan badan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan, baik faktor internal maupun eksternal.
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Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab, dan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2018). Sistem ini diterapkan di Indonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983, menggantikan sistem official assessment yang sebelumnya berlaku.
Dalam perspektif teori atribusi, Self Assessment System mengandalkan atribusi internal wajib pajak, seperti kesadaran, kejujuran, dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang, sehingga keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada faktor internal wajib pajak.
Dari perspektif teori atribusi, jika wajib pajak memiliki atribusi internal yang positif terhadap Self Assessment System, maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, jika wajib pajak memiliki atribusi internal yang negatif, maka wajib pajak cenderung kurang patuh.
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Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 25 UU KUP).
Dalam konteks teori atribusi, pemeriksaan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Pemeriksaan pajak dapat diatribusikan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian dari pemerintah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. (Kelley, 1972) menyatakan bahwa atribusi eksternal seperti pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi perilaku individu, dalam hal ini kepatuhan wajib pajak.
Menurut (Suandy, 2016) pemeriksaan pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:
1. Fungsi pencegahan (preventive function)
2. Fungsi pendeteksian (detective function)
3. Fungsi penegakan hukum (law enforcement function)
4. Fungsi penyuluhan (extension function)
Dari perspektif teori atribusi, pemeriksaan pajak dapat diatribusikan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memandang pemeriksaan pajak sebagai bentuk pengawasan yang adil dan profesional, maka wajib pajak cenderung lebih patuh. Sebaliknya, jika wajib pajak memandang pemeriksaan pajak sebagai bentuk intimidasi atau ketidakadilan, maka wajib pajak cenderung kurang patuh.
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Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).
Dalam konteks teori atribusi, penagihan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Penagihan pajak dapat diatribusikan sebagai bentuk penegakan hukum dari pemerintah untuk memastikan wajib pajak melunasi utang pajaknya. (Kelley, 1972) menyatakan bahwa atribusi eksternal seperti penagihan pajak dapat mempengaruhi perilaku individu, dalam hal ini kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya.
Menurut (Pohan, 2017) penagihan pajak dapat dilakukan melalui beberapa tahapan,
1. Penagihan pajak secara pasif
2. Penagihan pajak secara aktif, yang terdiri dari: 
a. Penerbitan Surat Teguran
b. Penerbitan Surat Paksa
c. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
d. Pelaksanaan lelang
Dari perspektif teori atribusi, wajib pajak dapat menginterpretasikan penagihan pajak sebagai bentuk penegakan hukum yang adil dan tegas, atau sebagai bentuk tekanan dan intimidasi. Jika wajib pajak memandang penagihan pajak sebagai bentuk penegakan hukum yang adil dan tegas, maka wajib pajak cenderung lebih patuh. Sebaliknya, jika wajib pajak memandang penagihan pajak sebagai bentuk tekanan dan intimidasi, maka wajib pajak cenderung kurang patuh.
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Pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan serta dapat menerapkannya dalam kegiatan perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang (Siti et al., 2021). Pemahaman wajib pajak mencakup pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi perpajakan.
Dalam konteks teori atribusi, pemahaman wajib pajak merupakan atribusi internal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. (Kelley, 1972) menyatakan bahwa atribusi internal seperti pengetahuan dan pemahaman dapat mempengaruhi perilaku individu. Dalam konteks perpajakan, pemahaman wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Dalam penelitian ini, pemahaman wajib pajak difokuskan pada aspek pemahaman terhadap aturan perpajakan, yaitu sejauh mana wajib pajak memahami ketentuan hukum, prosedur perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Fokus ini dipilih karena pelaksanaan self assessment system, pemeriksaan, dan penagihan pajak sangat bergantung pada kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menerapkan peraturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik terhadap aturan perpajakan, wajib pajak diharapkan dapat menjalankan kewajibannya secara mandiri dan akurat, sehingga mendukung peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.
Dari perspektif teori atribusi, pemahaman wajib pajak dapat berperan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan badan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih mampu menginterpretasikan dan merespons faktor-faktor eksternal seperti self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan lebih positif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
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Table 2.1 hasil penelitian terdahulu
	No
	Nama dan judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Tito Marta Sugema Dasuki (2022)
Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
	Variabel Independen: Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak.
Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan.

	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan.


	2
	Chika Alifia Monica dan Tri Kunawangsih (2023)
Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung Periode 2017–2021)
	Variabel Independen: Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak, Inflasi.
Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan.
	Hasil penelitian menunjukkan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, variabel jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, dan variabel inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan

	3
	Putri Nadia & Rayna Kartika (2020)
Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
	Variabel Independen: Inflasi, Penagihan Pajak, Penyuluhan Pajak.
Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan.

	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel inflasi dan penyuluhan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Di sisi lain, variabel penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

	4
	Meida Nurul Azizah, Sumarno & Abdulloh Mubarok (2018)
Pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar, tingkat Kepatuhan menyampaikan SPT dan pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Pada KPP Pratama Tegal
	Variabel Independen: Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Kepatuhan Menyampaikan SPT, Pemeriksaan Pajak.
Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan.
	Pemeriksaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

	5
	Gifara Ismatun Naili, Cris Kuntadi & Rachmat Pramukti (2023)
Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
	Variabel Independen: Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak.
Variabel Dependen: Penerimaan Pajak.
	Self Assessment System berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

	6
	Suryo Prasetya Riyadi, Benny Setiawan & Dio Alfarago (2021)
Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
	Variabel Independen: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pemungutan Pajak.
Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan, sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak penghasilan badan.

	7
	Sari Pani Asri Dinda, Restu Agusti & Al Azhar A (2022)
Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)
	Variabel Independen: Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak.
Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan.

	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

	8
	Hairul Anam, Srie Hartutie Moehaditoyo & R.D. Dirmayani (2021)
Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
	Variabel Independen: Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak.
Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.


Sumber: Dikembangkan Dalam Penelitian Ini
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Kerangka konseptual merupakan gambaran sistematis mengenai hubungan antar variabel penelitian yang disusun berdasarkan teori dan kajian terdahulu. Penelitian ini menggunakan Teori Atribusi, yang menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam hal ini, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak diposisikan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan Pemahaman Wajib Pajak berperan sebagai faktor internal sekaligus variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor eksternal dengan penerimaan pajak.

Berikut merupakan kerangka konseptual dari penelitian ini :
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Berdasarkan judul penelitian "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan Pemahaman Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi pada KPP Tenggarong" dan hasil penelitian terdahulu, berikut adalah hipotesis yang dapat dirumuskan:
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Di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan adalah self assessment, yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri. Meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan, data dari KPP Tenggarong menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan masih rendah. Misalnya, meskipun jumlah wajib pajak meningkat dari 16,184 pada tahun 2020 menjadi 24,137 pada tahun 2024, penerimaan pajak penghasilan badan mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah wajib pajak, pemahaman yang kurang tentang peraturan perpajakan dan kompleksitas sistem perpajakan dapat menghambat kepatuhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana self assessment system dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
Self assessment system memberikan keleluasaan dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri, yang sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa kepercayaan dan tanggung jawab dapat meningkatkan kesadaran perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2018), implementasi self assessment system yang efektif dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pihak wajib pajak, sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.
Penetapan self assessment system juga merupakan bentuk reformasi perpajakan yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. (Rahayu, 2020) menyatakan bahwa sistem ini, jika didukung dengan edukasi dan sosialisasi yang memadai, dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan pada akhirnya berdampak positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasa dilibatkan dalam proses perpajakan dan memiliki kontrol atas kewajiban perpajakannya.
Penelitian (Dasuki, 2022) serta (Naili et al., 2023) menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Sistem ini memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga ketika diimplementasikan dengan baik, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
H1: Self assessment system berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama.
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Pemeriksaan pajak seharusnya berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Namun, banyak wajib pajak yang merasa bahwa pemeriksaan pajak tidak selalu dilakukan secara transparan dan adil. Hal ini dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepatuhan mereka. Meskipun ada peningkatan dalam jumlah pemeriksaan yang dilakukan, penerimaan pajak penghasilan badan tidak selalu meningkat secara proporsional. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan.
Menurut (Suandy, 2016), pemeriksaan pajak berfungsi tidak hanya sebagai alat deteksi ketidakpatuhan, tetapi juga sebagai upaya preventif yang mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dan akurat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Proses pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.
Selain itu, pemeriksaan pajak yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara sistematis dapat mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali dan mengkoreksi kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak. (Hutagaol & Ginting, 2020) menyatakan bahwa kegiatan pemeriksaan yang ditargetkan pada sektor-sektor berisiko tinggi dapat secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Pemeriksaan pajak juga memberikan kesempatan bagi otoritas pajak untuk memberikan edukasi secara langsung kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.
Meskipun terdapat hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian (Monica et al., 2023) serta (Anam & Dirmayani, 2021) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksaan pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan dan mencegah penghindaran pajak, sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
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Penagihan pajak merupakan langkah terakhir yang diambil oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, penagihan yang tidak konsisten atau tidak transparan dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak. Data menunjukkan bahwa meskipun ada upaya penagihan yang dilakukan, penerimaan pajak penghasilan badan masih mengalami perubahan. Penagihan yang dilakukan dengan pendekatan yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi jika wajib pajak merasa tertekan oleh proses penagihan, mereka cenderung menghindari kewajiban perpajakan. (Yanto & Rida Perwita Sari, 2022), tindakan penagihan yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan deterrent effect bagi wajib pajak lainnya, sehingga mendorong kepatuhan secara luas. Penagihan pajak yang efektif juga menunjukkan keseriusan otoritas pajak dalam menjalankan fungsinya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kredibilitas sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara umum.
Proses penagihan pajak yang sistematis juga membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengatasi tunggakan pajak yang dapat menghambat penerimaan negara. (Palete & Aribowo, 2021), mengemukakan bahwa tindakan penagihan yang dilakukan dengan pendekatan yang tepat, baik melalui surat teguran, surat paksa, maupun penyitaan, dapat secara efektif mendorong wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Hal ini tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan budaya kepatuhan yang berkelanjutan dalam sistem perpajakan.
Dalam penelitian (Riyadi et al., 2021) dan (Pani et al., 2022), menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Tindakan penagihan yang tepat dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
H3: Penagihan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2.4.4 [bookmark: _Toc200656709][bookmark: _Toc200657420][bookmark: _Toc195773429][bookmark: _Toc198885420][bookmark: _Toc198887900][bookmark: _Toc201787561][bookmark: _Toc216269295]Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dalam Memoderasi Hubungan Antara Self Assessment System dan Penerimaan PPh Badan
Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan benar. Banyak wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami sistem self assessment, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Data menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah wajib pajak, banyak dari mereka yang masih bingung mengenai hak dan kewajiban mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak belum sepenuhnya berhasil.
Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan prosedur perpajakan merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi self assessment system. Menurut (Resmi, 2019), tingkat pemahaman wajib pajak mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri dan akurat. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik akan cenderung lebih patuh karena mereka memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan dan memiliki kemampuan untuk menghitung pajak secara benar, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak.
Pemahaman wajib pajak juga berpengaruh pada efisiensi pelaksanaan self assessment system. (Sulistyorini, 2019), menyatakan bahwa tingkat pemahaman yang tinggi dapat mengurangi beban administrasi bagi otoritas pajak, karena wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan minimal kesalahan dan pertanyaan. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak berfungsi sebagai katalisator yang memperkuat hubungan positif antara penerapan self assessment system dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan, dimana sistem ini akan lebih efektif ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakannya.
Self assessment system membutuhkan pemahaman yang baik dari wajib pajak agar dapat diimplementasikan dengan benar. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang sistem dan kewajiban perpajakannya, semakin efektif self assessment system dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
H4: Pemahaman wajib pajak mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara self assessment system terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2.4.5 [bookmark: _Toc195773430][bookmark: _Toc198885421][bookmark: _Toc198887901][bookmark: _Toc200656710][bookmark: _Toc200657421][bookmark: _Toc201787562][bookmark: _Toc216269296]Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dalam Memoderasi Hubungan Antara Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan PPh Badan
Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses pemeriksaan pajak cenderung lebih kooperatif dan responsif. Namun, banyak wajib pajak yang merasa tidak nyaman saat menghadapi pemeriksaan pajak, terutama jika mereka tidak memahami proses dan tujuan pemeriksaan tersebut. Data menunjukkan bahwa wajib pajak yang tidak memahami prosedur pemeriksaan cenderung kurang kooperatif, yang dapat menghambat efektivitas pemeriksaan.
Pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajiban dalam proses pemeriksaan pajak memainkan peran penting dalam efektivitas pemeriksaan. Menurut (Asyik, 2022), wajib pajak dengan tingkat pemahaman yang tinggi cenderung lebih kooperatif selama proses pemeriksaan, dapat menyediakan dokumentasi yang dibutuhkan secara tepat, dan mampu memberikan penjelasan yang komprehensif atas transaksi bisnis mereka. Hal ini memungkinkan pemeriksaan berjalan lebih efisien dan efektif, dengan temuan-temuan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemahaman wajib pajak juga dapat mempengaruhi persepsi dan sikap terhadap pemeriksaan pajak. (Soda et al., 2021) berpendapat bahwa wajib pajak yang memahami tujuan dan prosedur pemeriksaan akan cenderung memandang pemeriksaan sebagai bagian dari sistem pengawasan yang wajar, bukan sebagai tindakan intimidasi. Persepsi positif ini dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan kepatuhan sukarela, bahkan sebelum pemeriksaan dilakukan. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pemeriksaan pajak dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.
Wajib pajak dengan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih siap menghadapi pemeriksaan pajak dan dapat menghindari kesalahan dalam pelaporan pajaknya. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak dapat memperkuat efektivitas pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
H5: mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2.4.6 [bookmark: _Toc195773431][bookmark: _Toc198885422][bookmark: _Toc198887902][bookmark: _Toc200656711][bookmark: _Toc200657422][bookmark: _Toc201787563][bookmark: _Toc216269297]Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dalam Memoderasi Hubungan Antara Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan PPh Badan
Pemahaman wajib pajak tentang prosedur penagihan pajak dan konsekuensi dari tindakan penagihan dapat mempengaruhi respons mereka terhadap upaya penagihan. Banyak wajib pajak yang tidak memahami tahapan penagihan dan sanksi yang menyertainya, yang dapat menyebabkan mereka tidak responsif terhadap surat teguran atau tindakan hukum. Data tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih cepat melunasi utang pajak mereka. Menurut (Rahayu, 2020), wajib pajak yang memahami tahapan penagihan pajak dan sanksi yang menyertainya cenderung lebih responsif terhadap surat teguran dan surat paksa, sehingga mempercepat proses pelunasan utang pajak. Pemahaman yang baik juga memungkinkan wajib pajak untuk mengantisipasi tindakan penagihan dengan melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.
Selain itu, pemahaman wajib pajak juga berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas proses penagihan. (Putri et al., 2024) mengemukakan bahwa wajib pajak dengan tingkat pemahaman yang tinggi lebih mampu merespons notifikasi penagihan dengan tepat, mengajukan keberatan atau banding jika diperlukan, dan melakukan pelunasan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat mengurangi biaya administratif dan waktu yang dibutuhkan dalam proses penagihan, sehingga meningkatkan efektivitas penagihan pajak dalam berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan badan. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak memoderasi hubungan antara tindakan penagihan dan peningkatan penerimaan pajak.
Wajib pajak dengan pemahaman yang baik akan lebih menyadari konsekuensi dari penunggakan pajak dan proses penagihan yang harus dihadapi. Pemahaman yang baik dapat mendorong kepatuhan sebelum adanya tindakan penagihan, sehingga memoderasi efektivitas penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
H6: Pemahaman wajib pajak mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2.4.7 [bookmark: _Toc195773432][bookmark: _Toc198885423][bookmark: _Toc198887903][bookmark: _Toc200656712][bookmark: _Toc200657423][bookmark: _Toc201787564][bookmark: _Toc216269298]Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara Simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan
Kombinasi dari self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak menciptakan ekosistem perpajakan yang kompleks. Meskipun ketiga faktor ini dirancang untuk saling melengkapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak penghasilan badan masih mengalami fluktuasi. Data menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah wajib pajak dan upaya penegakan hukum, penerimaan pajak tidak selalu meningkat secara proporsional. Menurut (Hamilah, 2018), self assessment system menawarkan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, sementara pemeriksaan pajak berfungsi sebagai alat verifikasi dan pengawasan, dan penagihan pajak bertindak sebagai instrumen penegakan hukum ketika terjadi ketidakpatuhan. Interaksi ketiga variabel ini menciptakan keseimbangan antara kepercayaan dan pengawasan dalam sistem perpajakan.

Implementasi simultan dari ketiga variabel tersebut juga dapat menciptakan efek sinergi yang memperkuat dampak masing-masing variabel. (Pohan, 2017) menyatakan bahwa self assessment system yang didukung dengan pemeriksaan yang efektif dan penagihan yang tegas akan menciptakan persepsi risiko yang tinggi bagi wajib pajak yang berniat untuk tidak patuh, sehingga mendorong kepatuhan secara menyeluruh. Sistem perpajakan yang memiliki ketiga elemen ini secara bersamaan akan lebih mampu mengakomodasi berbagai karakteristik wajib pajak, baik yang patuh secara sukarela maupun yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga secara efektif meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Tenggarong.
Berdasarkan penelitian (Pani et al., 2022), ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, dimana masing-masing aspek saling melengkapi dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.
H7: Self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP.



2.5 [bookmark: _Toc198885424][bookmark: _Toc198887904][bookmark: _Toc200656713][bookmark: _Toc200657424][bookmark: _Toc201787565][bookmark: _Toc216269299][image: ]Model Penelitian[bookmark: _Toc204723166]Gambar 2. 2 Model Penelitian

Sumber: Dikembangkan dalam Penelitian ini 
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[bookmark: _Toc192011356]


[bookmark: _Toc198885425][bookmark: _Toc198887905][bookmark: _Toc200656714][bookmark: _Toc200657425][bookmark: _Toc201787566][bookmark: _Toc195773433][bookmark: _Toc216269300][bookmark: _Toc198885426][bookmark: _Toc198887906][bookmark: _Toc200656715][bookmark: _Toc200657426][bookmark: _Toc201787567]BAB III 
METODE PENELITIAN

3.1 [bookmark: _Toc195773434][bookmark: _Toc198885427][bookmark: _Toc198887907][bookmark: _Toc200656716][bookmark: _Toc200657427][bookmark: _Toc201787568][bookmark: _Toc216269301]Definisi Operasional dan Pengukuran variabel
3.1.1 [bookmark: _Toc195773435][bookmark: _Toc198885428][bookmark: _Toc198887908][bookmark: _Toc200656717][bookmark: _Toc200657428][bookmark: _Toc201787569][bookmark: _Toc216269302]Variabel Independen (X)
	Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahantimbulnya variabel dependen. Variabel independen didalam penelitian nilainya bebas dan umumnya dinotasikan dengan simbol huruf ‘X’. Menurut (Sugiyono, 2021) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Pada penelitian ini, variabel independen yaitu :
3.1.1.1 Self Assessment System
Self Assessment System adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. 
Menurut (Rahayu, 2020) keberhasilan Self Assessment System ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:
1. [bookmark: _Hlk198740352]Kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan
2. Kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (tax discipline).
3. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (tax mindedness)
4. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Laporan Perpajakan, yang mencakup ketepatan waktu dalam penyampaian laporan, kelengkapan dokumen, dan akurasi perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
3.1.1.2 Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan Pajak adalah proses yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan pajak dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut (Rahayu, 2020) pemeriksaan pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:
1. [bookmark: _Hlk197516295][bookmark: _Hlk198740414]Mempelajari berkas wajib pajak dan berkas data
2. Kualitas pemeriksaan (transparansi dan profesionalisme)
3. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
4. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan dan laporan
3.1.1.3 Penagihan Pajak
 Penagihan Pajak adalah tindakan yang diambil oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak melunasi utang pajak yang terutang. Penagihan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pemberitahuan, surat teguran, dan tindakan hukum.
Menurut (Rahayu, 2020) penagihan pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:
1. [bookmark: _Hlk198740477]Tindakan penagihan yang dilakukan (surat teguran, surat paksa, penyitaan)
2. Respons wajib pajak terhadap tindakan penagihan
3. Efektivitas penagihan dalam meningkatkan kepatuhan
4. Persepsi wajib pajak terhadap penagihan pajak
3.1.2 [bookmark: _Toc195773436][bookmark: _Toc198885429][bookmark: _Toc198887909][bookmark: _Toc200656718][bookmark: _Toc200657429][bookmark: _Toc201787570][bookmark: _Toc216269303]Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen sering disebut juga sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena terdapat variabel bebas. (Sugiyono, 2021) menjelaskan bahwa variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu :
3.1.2.1 Pajak Penghasilan Badan
Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. 
 Menurut (Rahayu, 2020) pajak penghasilan badan dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:
1. [bookmark: _Hlk198740532]Jumlah penerimaan pajak penghasilan badan
2. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak
3. Pemahaman perpajakan oleh wajib pajak badan
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat



3.1.3 [bookmark: _Toc195773437][bookmark: _Toc198885430][bookmark: _Toc198887910][bookmark: _Toc200656719][bookmark: _Toc200657430][bookmark: _Toc201787571][bookmark: _Toc216269304]Variabel Moderasi (Z)
Variabel moderasi, atau biasa juga dikenal sebagai variabel interaksi, mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi membantu peneliti memahami kapan dan untuk siapa efek tertentu bersifat memperkuat atau melemah, yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang sedang diselidiki. Variabel variabel ini menjelaskan kemungkinan dan kondisi di mana hubungan antara variabel independen dan dependen dapat berubah. Menurut (Ghozali, 2021) variabel moderasi adalah variabel independent yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu :
3.1.3.1 Pemahaman Wajib Pajak
Pemahaman Wajib Pajak adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, hak dan kewajiban mereka, serta cara menghitung dan melaporkan pajak.
Menurut (Rahayu, 2020) pemahaman wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:
1. [bookmark: _Hlk198740597]Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan
2. Pemahaman tentang sanksi perpajakan
3. Pemahaman tentang tarif pajak
4. Pemahaman tentang cara perhitungan pajak
5. Pemahaman tentang cara pembayaran dan pelaporan pajak
[bookmark: _Toc214298783]Table 3. 1 Definisi Operasional Variabel

	Variabel
	Indikator
	Nomor Pernyataan Kuesioner

	Self Assessment System (X1)
	Kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan
	A1

	
	Kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
	A2

	
	Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak
	A3

	
	Kepatuhan WP dalam menyampaikan laporan perpajakan (ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, akurasi perhitungan)
	A4, A5, A6

	Pemeriksaan Pajak (X2)
	Mempelajari berkas wajib pajak dan berkas data
	B1, B2

	
	Kualitas pemeriksaan (transparansi dan profesionalisme)
	B3

	
	Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
	B4, B5

	
	Penyusunan kertas kerja pemeriksaan dan laporan
	B6, B7

	Penagihan Pajak (X3)
	Tindakan penagihan (surat teguran, surat paksa, penyitaan)
	C1, C2

	
	Respons wajib pajak terhadap penagihan
	C3, C4

	
	Efektivitas penagihan dalam meningkatkan kepatuhan
	C5, C6

	
	Persepsi wajib pajak terhadap penagihan
	C7

	Pajak Penghasilan Badan (Y)
	Jumlah penerimaan pajak penghasilan badan
	D1, D2

	
	Kejelasan dan kepastian peraturan pajak
	D3, D4

	
	Pemahaman perpajakan oleh wajib pajak badan
	D5, D6

	
	Sistem administrasi perpajakan yang tepat
	D7, D8

	Pemahaman Wajib Pajak (Z)
	Pemahaman hak dan kewajiban
	E1

	
	Pemahaman sanksi perpajakan
	E2, E3

	
	Pemahaman tarif pajak
	E4

	
	Pemahaman cara menghitung pajak
	E5

	
	Pemahaman pelaporan dan pembayaran pajak
	E6, E7


Sumber: Dikembangkan dalam Penelitian ini
3.1.4 [bookmark: _Toc195773438][bookmark: _Toc198885431][bookmark: _Toc198887911][bookmark: _Toc200656720][bookmark: _Toc200657431][bookmark: _Toc201787572][bookmark: _Toc216269305]Instrument Penelitian
Kepatuhan diukur menggunakan instrumen data yang berupa kuesioner dengan skala Likert. Dalam skala Likert, yang juga dikenal sebagai summated scale (skala yang dijumlahkan), responden diminta untuk memberikan tanggapan mengenai pengukuran variabel dependen dan independen dilakukan dengan menggunakan skala Likert yang memiliki rentang nilai dari 1 hingga 5, di mana:
1 = Sangat tidak setuju 
2 = Tidak setuju 
3 = Netral 
4 = Setuju 
5 = Sangat setuju
tingkat persetujuan mereka terhadap suatu objek psikologis. Untuk penelitian ini.
3.2 [bookmark: _Toc195773439][bookmark: _Toc198885432][bookmark: _Toc198887912][bookmark: _Toc200656721][bookmark: _Toc200657432][bookmark: _Toc201787573][bookmark: _Toc216269306]Populasi dan Sampel
3.2.1 [bookmark: _Toc195773440][bookmark: _Toc198885433][bookmark: _Toc198887913][bookmark: _Toc200656722][bookmark: _Toc200657433][bookmark: _Toc201787574][bookmark: _Toc216269307]Populasi
Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang akan diteliti, atau jumlah keseluruhan individu yang karakternya akan diteliti. Menurut (Sugiyono, 2021) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7.087 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Tenggarong.
3.2.2 [bookmark: _Toc195773441][bookmark: _Toc198885434][bookmark: _Toc198887914][bookmark: _Toc200656723][bookmark: _Toc200657434][bookmark: _Toc201787575][bookmark: _Toc216269308]Sampel
Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana tidak semua elemen dari populasi memiliki peluang atau kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Teknik purposive sampling dipilih karena tidak semua Wajib Pajak Badan dapat dijadikan responden, kriteria responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Wajib pajak badan yang terdaftar dan berlokasi di wilayah kerja KPP Pratama Tenggarong.
2. Wajib pajak badan yang berstatus aktif dan menjalankan kegiatan usaha.
3. Wajib pajak badan yang telah beroperasi dan terdaftar sebagai wajib pajak minimal 3 tahun.
4. Wajib pajak badan yang melaporkan SPT PPh badan adalah entitas yang melaporkan kewajban pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. 
5. Wajib pajak badan yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian melalui perwakilan yang berwenang.
Penerapan teknik purposive sampling dengan kriteria-kriteria tersebut bertujuan untuk memperoleh sampel Wajib Pajak Badan yang benar-benar relevan dan dapat memberikan informasi yang valid serta relevan mengenai fenomena yang diteliti. Selain itu, pendekatan ini dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki peneliti, serta untuk memudahkan pengumpulan data dengan hasil yang optimal.
Sedangkan untuk menghitung jumlah sampel digunakan rumus slovin yang biasa digunakan dalam penelitian survey dimana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Rumus slovin sebagai berikut
 
Berdasarkan rumus di atas, maka diperoleh sampel dengan batas kesalahan 10% melalui perhitungan tersebut adalah 98,61 dibulatkan menjadi 99 sampel. Target responden dilebihkan menjadi 150 sampel agar hasil data yang didapatkan memuaskan.
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Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara kuantitatif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari wajib pajak badan yang sudah memenuhi kriteria dan terdaftar di KPP Tenggarong.
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Sumber data dalam penelitian ini sangat penting dan jadi pertimbangan dalam memilih cara pengumpulan data. Sumber data yang dipakai di penelitian ini adalah data primer yang didapat dengan metode survei. Kuesioner dalam penelitian ini disebarkan secara fisik kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Tenggarong. Untuk menjamin validitas data, peneliti menerapkan prosedur verifikasi responden melalui beberapa tahap. Pertama, setiap responden diminta mengisi identitas perusahaan meliputi NPWP, nama perusahaan, dan alamat domisili. Kedua, data NPWP diverifikasi melalui basis data administrasi KPP Pratama Tenggarong untuk mengonfirmasi status sebagai WP Badan aktif dan kesesuaian wilayah administrasi perpajakan. Ketiga, responden diminta mencantumkan nama dan jabatan pengisi kuisioner untuk memastikan yang mengisi adalah pihak yang berkompeten dalam kewajiban perpajakan perusahaan. Kuisioner yang tidak dapat diverifikasi atau tidak memenuhi kriteria inklusi penelitian akan dieksklusi dari analisis data.
Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung, memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan berupa sejumlah perusahaan, ruang lingkup perusahaan, struktur organisasi, buku, literature, artikel, serta situs di internet.
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Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti berbagai sumber, termasuk buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Salah satu metode yang digunakan adalah kuesioner, yang melibatkan serangkaian pertanyaan untuk memperoleh informasi dari responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Tenggarong.
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda yang dimoderasi. Teknik analisis data bertujuan untuk menguji pengaruh Self Assessment System, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) pada KPP Tenggarong dengan pemahaman wajib pajak sebagai variabel moderasi.
Dalam menganalisis data penelitian ini, digunakan software SPSS untuk memproses data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebarkan kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Tenggarong. Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran karakteristik data, dilanjutkan dengan uji kualitas instrumen penelitian, uji asumsi klasik, hingga pengujian hipotesis dengan Moderated Regression Analysis (MRA).
Model persamaan regresi yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:
Y = α + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₃ + β₄Z + β₅X₁Z + β₆X₂Z + β₇X₃Z + ε
Dimana:
Y	= Penerimaan PPh Badan
α 	= Konstanta
β	= Koefisien regresi
X₁	= Self Assessment System
X₂	= Pemeriksaan Pajak
X₃	= Penagihan Pajak
Z	= Pemahaman Wajib Pajak
X₁Z	= Interaksi antara Self Assessment System dan Pemahaman Wajib Pajak
X₂Z	= Interaksi antara Pemeriksaan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak
X₃Z	= Interaksi antara Penagihan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak
ℇ	= Error term
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3.5.1.1 Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur konsep yang seharusnya diukur. Metode yang digunakan adalah korelasi Product Moment Pearson, yaitu dengan mengkorelasikan skor masing-masing item pertanyaan dengan skor totalnya. Rumus yang digunakan adalah:
r_xy = n(∑XY) - (∑X)(∑Y) / √[n∑X² - (∑X)²][n∑Y² - (∑Y)²]
Dimana:
· r_xy = Koefisien korelasi
· n = Jumlah responden
· X = Skor tiap item
· Y = Skor total
Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas ini adalah:
· Jika r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka item pertanyaan dinyatakan valid
· Jika r hitung < r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid
Untuk penelitian ini, validitas konstruk dilakukan dengan menguji setiap item pertanyaan yang mengukur variabel Self Assessment System, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, penerimaan PPh Badan, dan pemahaman wajib pajak. Item-item yang tidak valid akan dieliminasi atau direvisi sebelum kuesioner disebarkan kepada seluruh responden.
3.5.1.2 Uji Reliabilitas 
Untuk memastikan konsistensi instrumen penelitian, akan dilakukan uji reliabilitas dengan metode Cronbach's Alpha. Uji ini mengukur konsistensi internal instrumen penelitian, yaitu sejauh mana jawaban responden terhadap item-item dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Rumus Cronbach's Alpha yang digunakan adalah:
r = [k/(k-1)][1-∑σ²b/σ²t]
Dimana:
· r = Koefisien reliabilitas Cronbach's Alpha
· k = Jumlah item pertanyaan
· ∑σ²b = Jumlah varians butir
· σ²t = Varians total
Kriteria pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah:
· Jika nilai Cronbach's Alpha > 0,7, maka instrumen dinyatakan reliabel
· Jika nilai Cronbach's Alpha < 0,7, maka instrumen dinyatakan kurang reliabel
Pada penelitian perpajakan ini, konsistensi pengukuran sangat penting mengingat responden yang diteliti adalah wajib pajak badan dengan karakteristik yang beragam dan persepsi yang mungkin berbeda-beda tentang sistem perpajakan.
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Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisa regresi linier berganda yang berbasis ordinary lest square (OLS) (Ghozali, 2021). Dalam OLS hanya terdapat satu variabel terikat, sedangkan untuk variabel bebas nya berjumlah lebih dari satu. Untuk menentukan kelayakan model diperlukan beberapa pengujian asumsi klasik, seperti :
3.5.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas data adalah metode pengujian statistika untuk menilai apakah data sampel terdistribusi normal atau tidak. Menurut (Ghozali, 2021) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Adapun rumus yang digunakan untuk uji normalitas ini adalah rumus Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan data berdistribusi normal jika signifikansi > 0,05 dan data tidak berdistribusi normal jika signifikansi < 0,05.
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas adalah langkah yang dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat interkorelasi atau kolinearitas antara variabel bebas dalam sebuah model regresi. Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen atau bebas dalam suatu model regresi (Ghozali, 2021). Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi antara variabel independen dan bebas dari gejala multikolinearitas. 
Adapun cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, dapat dilihat dari besarnya nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan juga nilai tolerance. Nilai tolerance dapat digunakan untuk mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas yaitu adalah nilai VIF 0,10 (Ghozali, 2021).
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah ketidakseragaman varians atau deviasi kondisional dalam sebuah model regresi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual 69 satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2021). Pengamatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residua. Berikut merupakan dasar pengambilan keputusan uji glejser adalah: 
1. Bila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada data. 
2. Bila nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas pada data.


3.5.2.4 Uji Autokorelasi
Suatu model regresi dapat dikatakan baik ketika terbebas dari autokorelasi. Menurut (Ghozali, 2021) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t1 sebelumnya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Runs Test. Uji tersebut merupakan bagian dari statistiknon parametric yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Uji run test dapat dilakukan untuk mendeteksi autokorelasi jika pada uji Durbin Watson berjalan tidak normal. 
Menurut (Ghozali, 2021) uji run test adalah cara untuk mengetahui apakah data residual tidak terjadi secara sistematis atau terjadi secara random. Apabila terjadi residual acak atau random dimana nilai signifikan lebih dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi diantara variabel residual atau tidak terdapat hubungan korelasi.
5. Terjadi autokorelasi, apabila nilai signifikansi ≤ 0,05. 
6. Tidak terjadi autokorelasi, apabila nilai signifikansi ≥ 0,05.
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Analisis regresi moderasi adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara dua atau lebih variabel dengan mempertimbangkan efek dari variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Metode ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel moderator mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, serta sejauh mana variabel moderator dapat memoderasi hubungan tersebut. 
Menurut (Ghozali, 2021), analisis regresi moderasi merupakan metode analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pemoderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ada tiga langkah pengujian yang dapat digunakan untuk menguji regresi dengan variabel moderasi, yaitu pengujian interaksi, pengujian beda mutlak, dan pengujian residu. 
Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menguji regresi dengan variabel pemoderasi yaitu menggunakan uji interaksi. Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk regresi linear berganda yang dimana pada persamaan regresinya mengandung unsur perkalian dua atau lebih variabel independen. Adapun Persamaan Regresi Model MRA (Moderated Regression Anaysis) dalam penelitian ini sebagai berikut: 
Y = a + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 + 𝛽4Z + 𝛽6X1∗Z + 𝛽7X2∗Z + 𝛽8X3∗Z + e Keterangan : 
Y 	= Penerimaan Pajak Penghasilan
α 	= Konstanta 
β 	= Koefisien Regresi 
Z 	= Pemahaman wajib Pajak 
X1*Z 	= Variabel Interaksi Self Assessment system dengan Pemahaman wajib
Pajak
X2*Z 	= Variabel Interaksi Pemeriksaan Pajak dengan Pemahaman wajib Pajak
X3*Z 	=Variabel Interaksi Penagihan Pajak dengan Pemahaman wajib Pajak 
e 	= Koefisien Eror
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Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hasil dari Moderated Regression Analysis sebagai berikut:
1. Uji Koefisien Determinasi (R²): untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen penerimaan PPh Badan. Semakin besar nilai R², semakin baik model dalam menjelaskan variabel dependen.
2. Uji F (Simultan): untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian adalah: 
a. Jika F hitung > F tabel atau nilai signifikansi < 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
b. Jika F hitung < F tabel atau nilai signifikansi > 0,05, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
3. Uji t (Parsial): untuk menguji apakah masing-masing variabel independen dan variabel interaksi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian adalah: 
a. Jika t hitung > t tabel atau nilai signifikansi < 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
b. Jika t hitung < t tabel atau nilai signifikansi > 0,05, maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:
1. H₁: Self Assessment System berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Badan.
2. H₂: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Badan.
3. H₃: Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Badan.
4. H₄: Pemahaman wajib pajak memoderasi pengaruh Self Assessment System terhadap penerimaan PPh Badan.
5. H₅: Pemahaman wajib pajak memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh Badan.
6. H₆: Pemahaman wajib pajak memoderasi pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan PPh Badan.
Melalui pengujian hipotesis ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana pengaruh Self Assessment System, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan PPh Badan pada KPP Tenggarong, serta bagaimana peran pemahaman wajib pajak dalam memoderasi pengaruh tersebut.
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